e " Funam imelejen Pada Tmokai Po!res :
Chryshnanda DL '

: Pendahuhzan |

unfuk: mengxdennﬂkam individu-individu atau organisasi-organisasi yang:.
_ menyebabkan timbulnya gangguan kamiibmas, menganalisa ¢an menuangkan dalam
“produk tertulis. yang dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan

Tuhsan ini: berupaya menunjtﬁcan fungsz miele}en kcpohslan pada tingkat polres, - .

-.pencntuan'kebuakan pemolxslan Keglaian mtele;en Lepohsmm merupakan_:

.pembahannya yang dztumwkan !\e dalam produk mteleg en. Yang bermanfaat untuk__-'.
; ,mencxptakan maupun memelihara Lamtlbmas R ; &

mengg,anggu kamtxbmas seperti : kerusuhan masa demonstra51 mahasiswa,dan

mogok kerja para karyawan dan para buruh, kegiatan politik, terorisme, maupun .. .

; peny;mpangan sosial’ lamnya yang dapat meresahkan masyarakat. Gangguar
kamnbmas mehput] tmdakan bermotif peianggaran hukum yang menyebabkan luka
tubuh atau kerusakan properti yang mengganggu operasi lembaga-lembaga
pemerintah atau aktivitas hukum yang dilakukan oleh organisasi atau individu-individu
atau mengancarn keamanan gedung-gedung pemerintzh, akses-akses publik sampat
fasilitas-fasilitas publik atau kemanan publik. Intelejen kepolisian bukan semata-
mata untuk mencari ancaman-ancaman yang ada dan mungkin terjadi tetapi juga
untuk mencari potensi-potensi sumberdaya yang dapat membantu atat mendukung
polisiuntuk memelihara keteraturan sosial, melindungl warga masyarakat maupun
untuk menegakan hukum. Intelejen merupakan mata dan telinga bagi institusi
kepolisianiyang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan
pemohs;annya

Pemohslan (Polzcmg) pada dasarnya adalah segala usaha upaya untuk
memehhara keamanan, pencegah dan penanggulangan kejahatan, melalui
pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sangsi atau ancaman
hukum(Garxmreda}amSteadman 1972, Spitzer 1987; Shearing 1992 dalam Reiner
2000). Menurut Kenney (1975) menyatakan : “basically policing is concerned
with acts against the safety persons or property”. Pemolisian dilaksanakan
berdasarkan hukum. aturan-aturan. petunjuk-petunjuk pelaksanaan. dan
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- Lebgaicsana'm-kei)gaksandan pzmpman melaluimanajemen operasional }fe;milslan :
yang mencakup strategi- sirategl dan aktivitas- aktivitas kepolisian yang bertujuan

R “uniuk memelihara keteraturan sosmi secara umum dan khususnya yang berkmtan :

"dengan keamanan dalam masyar_a_kat atau komuniti, (Das, Dilip : 1994 1 ix; Fried~
Coman - 1992 11; Findlay, Mark and Ugljesa zvekic : 1993 : 7; MC_Kenn_a;_"-Ea_L_x_i_:__
1998 : 4: Mehala 1999; Reksodiputro: 1996; Reiner : 2000 : 3.). Dan dalam

- pelaksanaannya pemohsmn tersebut-dioperasionalkan dengan.atau tanpa

-menggunakan upaya paksa. (Kenney, 19752 33-47). Dan pemolisian bisa bervariasi.
o '(ndak se%aiu sama) antara sa‘iu fungSI bagtan maupun daerah dengan yang la;nnya_

'.Dasar unfuk manenmkau pemohslan tersebut salah satunya adalzh dari P _' éduk'

SR -mteie} én' merupa}c'an 1n10rm331-mfonna51 yang dﬁ’umpulkan melaltui pcnyelzdikan 0
/ . pengamanan, ‘maupun pengéalangan dianalisa dan disajikan oleh petugas 1n1e1r:}en-_ g
+ kepolisian“(un uniform: policé)."Informasi-yang disajikan berkaitan dengan’
i pengetahuan ‘masa lale, ‘sekarang;“dan penyajian kondisi-kondisi masyarakat;*

permasalahan-permasalahan potensial, dan aktivitas kriminal. Dan tidak sekedar

informasi yang kredibel maupun peringatan bahaya potensmi Intelqen Juga

merz.pakan produk dam se‘buah  proses kompleks yang melibatkan peniiaian yang di

~informasikan, ‘pernyatasn-umum-(state of affairs), atau- sehuah -fakta tunggai .
“Proses mtele:g en” mengga;‘ubarkan penanganan informasi beserta perubaharmya'
ke dalam materl yang bermanfaat bag1 pemolisian (DeLadurantey : 1995}

Bahasan dalam tulisan i mencakup Polres sebagai KOD, Fungsi mtele}en-
dan analisa informasi intelejen, Studi kasus (d1 Polres Batang) dan diakhin dengan
kesimpulan dan 1rnphkasmya : : :

Poéres sebagak K@D

“Polres sebagai bagmn dari Birokrasi pemerintah, mempakan institust kepol:szan
tingkat lokal (kabupaten) atau sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar). Yaitu
sebagai kesatuan (institusi kepolisian tingkat iokal) yang memiliki satuan fungsi
teknis kepolisian dan polsek sebagai ujung tombak, yang otonom dalam
melaksanakan tugasnya untuk melindungi warganya, memelihara keteraturan serta
ketertiban ( dalam masyarakat) menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta
mencegah terj adinya kej ahatan. Poires diatur secara nasional, regional dan lokai
Aturan tingkat nasional acuannya adalah Undang undang, petunjuk- petunjuk
maupun kebijakan-kebijakan dari yang dibuat pada tingkat Mabes Polri. Tingkat
regional adalah kebijakan-kebijakan dari Polda, dan tingkat lokal adalah kebijakan-
kebs Jdkan yang dibuat tingkat polres untuk menangan: masalah-masalah sosial yang
sesuas dengan konteksnya.
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:;-Pemohbmn dl Poireb mer upakdn hasﬂ interprestast Kapolres terhadap perintah:

:atau lx.eblj’ﬂ\dﬂ pimpinan - (nngkat Polwil, Polda atau Mabes), maupun corak © '_
;masyarakat dan kebudayaannya “Yang dituangkan dalam. kebgakan -kebijakan -
“tersebut mcnjadx pemegang otoriias, baik secara lisan maupun tertulis. Kebijakan

- tersebui menjadi dilaksanakan melalui operasi kepolisian (operasi rutin, operst khusus,
maupun operaSI 1n51dent11) Mas;ng—masmg operasi tersebut memiliki dua tingkatan
yaitu tmgkat manajemen dan tingkat operasional atau petugas pelaksana. Pemolisian
tlnﬁkai mana}emen mcrupakan rencana-rencana dan strategi-strategi. pemohsmn :

secara manajerial yang merumuskan cara—cara pemol;slan tingkat operasional: -

.'dlhksanakan Pemolisian tmgkat operaswnal atau petugas pelaksana merupakan - '
tir
lapo

_ upengaduanm yarak

1 "dakan untuk 0l aksa 'akan permtah atau mstmks& ‘pimpinan, merespon
maupm untukmenanoam masalah krmnnahtas_' s

atan mas*aiah sosial lamnyé baik dengan atau tanpa upaya paksa maupun diskresj, ”
.yang sesuai dengan posisi kédudukannya dalam or ganisasi (Satuan Fungsi Teknis

Kepohisian atau Bagiannya), sebagai kerangka kerja dalam hubungannya secara
intern organisasi kepolisian maupun kemasyarakatan. Kesuksesan atau
keberhasilan, dinilai dari kemampuan mengungkap perkara pidana (crime

i .clereance), menurunkan:angka kriminalitas (crime. forel), maupun dari tingkat- - :

-loyahtasnya kepada p1mpman dan t1dak adanya protes atau complain dan warga -
masyarakaﬁ

Sej aian den gan pemikiran d1 atas Polres dalam melaksanakan pemolisiannya
harus didasari dengan- perencanaan~perencanaan dan strategi-strategi yang
berkaitan dengan penanganan-penanganan masalah-masalah sosial yang terjadi di
wilayahnya. Yang dikembangkan sampai tingkat Polsek. Perencanzan dan strategi-
strategi-tersebut untuk menghindarkan polisi melakukan tindakan yang sifamya
spon*{an vang ‘cenderung menyimpang atau kesewenang-wenang dalam
melaksanakan pemolisiannya. Pemolisian tersebut dapat dikatakan sebagal
pemadam kebakaran (fire brigade policing). Yang menunjukan bahwa sebenarnya
polisi tidak tahu masalah apa yang harus dxiakukan atau dapat ter kesan polisi enggan
men yeiesazkan masalah.

Pemolisian tersebut dapat dﬂlhat sebagai hubungan kekuatan antara polis:
dengan masyarakat. Di mana polisi mendominasi masyarakat atau sebaliknya
masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Sehingga yang teriadi adalah
kesewenang-wenangan dari pthak yang mendominasi. Bagaimana posisi yang
scharusnva ager pemolisian dapat berjalan secara efektif dan 2fisien? Pemolisian
yang ideal atau yang efektif dan efisien adalah posisi yang relatif seimbang antara
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' _pol;m dan masyarakat Masyarakat menjadi . mitra polisi dalam m\,nyelesmkan..

o bcrbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena masalah- masalah"-

“tersebut adalah produk dari masyarakat tersebut. Agar Polisi dapat melakukan _
‘pemolisian secara efektif dan efisien maka Polisi harus mendapat dukungan dari-
' masyarakal ‘memahami- masyaaakamya dan dapat dipercaya scbagai aparat'_
_ptngayom pehndung, pe?ayan masyarakat maupun sebagai. pcnegak hukum 5

L Untuk mencapaa ha] tersebut Polres dalam menentukan kebl}al{an
pemohslannya harus didukung dengan mformas: znfoma31 vang berkaitan dengan '
"corak masyalakat dan kebuéayaannya indonesia sebaga1 masyaraixat ma;emuk
yang chba"igun erdasarhan masyarakat—masyarakat sukubangsa. Dan mennhki

e “gorak” kebudayaan yang beragam dalam kebudayaan nasional, kebudayaan '

' 'sukubangsa dan kebudayaan umum {pasar) (lihat Suparian 2004) Informas; '
mformabl tersebua yang mcndasar s&lah satunya adaiab dan F ung51 Inteiej

Fm&gs; iﬂi@ﬂej en 4

htehjen nwrupakan pensetahuan tmhada » kondisi masyarakat
Intelejen I‘llmi'km tldak lebih dari sekedar mfomasz yang dapat dlpercaya dan
peringatan atas bahaya potensial; intelejen juga merupakan produk dari sebuah
proses rumit yang mencekup penilaian yang diinformasikan, keadaan sesuatu, atau
sebuah fakta tunggal. “Proses Intelejen” menggambarkan penanganan mforma:31
dan perubabannya ke da]am materi yang bermanfaat bacn penegakan hukum
(DeLadurantey 1995)

- Fungsi mtelej en kepolisian adalah untuk mengumpulkan informasi ientanq
aktivitas-aktivitas individu atau kelompok yang terkait dengan kejahatan, sﬁ_ua_s_;_
dan kondisi daerah maupun masyarakatnya. Yang dituangkan dalam produk intel.
Proses mengalihkan informasi sebagai intel dasar ke dalam data yang berguna
untuk evaluasi, analisa, dan penyebaran materi yang dihasilkan ke satuan fungsi
lainnya maupun unit-unit utama dalam institusi kepolisian. Informasi yang dihasillkan
digunakan untuk referensi dan sebagai sebuah peringatan terhadap sesuatu yang
akan datang, maupun sebagai sebuah indikasi aktivitas kejahatan dalam tahap
pengembangan penyidikan.

Kategori-kategori dalam tindakan inteljen mencakup taktik dan strategis,
[ntelijen taktik member konstribust langsung pada pencapaian tujuan-tujuan
penegakan hukum tertentu. [h dalamnya mungkin berupa petunjuk sebuah arah
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yan np__ .lxdﬂ oleh pa.nyxdlkmaupun ll’lstltLlS] yangbu kaitan dengan bC!\UITlpU]dn.t
"_:;-:_dafiar subyek: pcngawasan potensm! ‘atau’ Latatan aknvatas pelaku anmailtas' SR

'":'Inteluen iakﬁk blsa dlf,ambal kan sebagalmana layaknya me ewaikan sebuah fakia E

lataan: fungs1 mtehjen mem‘butuhkan perencana&n susunan peiugasﬁ

"'dlkem angka”' uniuk febih ‘mengakuratkan’ pengtimpulan informast dari unit
R ] el -~ maupun sumber-sumber di luar institusi kepohsian \
_ Knterza khusus Juga dxkembangkan untuk memngkat}\an kemampuan bagi para '
: "peiugas kepohs:an yang dltugaskan dalam unit intelijen. Penataan unit miehjcn

Uen}m berhubungan dengan persoalan—persoa}an yang !eblh besar yang o 'j- :
i perhatian para pembuat keputusan papan aias dari lembaga penegakan -
' *Contoh dar: mteh}en trategls adalah Iapozan pez’tumbuhan ke}ahatan'

engarahan dan pengawasan “yang' merupakan ‘sebuah’ sistern. Yang._::._.:;- o

membutuhkan pengawasan dalam upaya - untak mengantzmpam penylmpangan B

':""”:kéwenangan Inaupun. lxebgakan nstitusi. Untuk memudahkan menpakses dan.

menganalisa informasi secara cepat. dan efekuf sermua file harus bersifat eross-
reﬂerenced (pengecekan s;lang) dan:secara fungsmnal dan biografis harus tertata .
rapi. Yang dikategor;~kateg0nkan mehputlAsta gatra (geografl, demografi, sumber
-daya 1d€:olog1 pahtxk ¢konomi, sosial budaya. dan pertahanan dan kermanan) dengan
._pen_]abaran secara lengkap (deta1I) antara, Iam ‘kejahatan teroganisasi, korupsi,
kekerasan dengan senjata. api, perjudlan pﬁmbajakan Jtenaga kerja, bisnis sah
_(dIhadapkan dengan kejahatan terorgamisasi), pinjaman lintah darat, Sindikat,
' pembunuhan, narkonka pomograﬁ dan prostxtusu dsb Pezmsahan sejumlah file
didasarkan pada orang dan organisasi-organisast yang terkait dengan gangguan
s1p11 dan terorisme. Semua file juga harus keep in date (mengikut perkembangan)
apa‘saja yan g telah terjadi, yang mungkin akan menjadi scbuah kescmpatan untuk
ter] adznya gangguan dan korban utama yang telah a‘iau tampaknya akan mengadl
target serangan : -

Di sampmg itu yang harus d;perhatzkan oleh mteh} en adalah potensx-potensx
kontlik dalam masyarakat majemuk Indonesia yang komplek. Potenslwpotensz konflik
tersebut ‘aniaralain konflik antar—sukubanﬁsa maupun konflik antar- keyakman
keagamaan. Konflik tersebut dapat berkembang menjadi kerusuhan yang bermula
dari ketidakadilan dalam memperoleh sumberdaya atau sumber rejeki: kehormatan
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- (harga din1) yang tercoreng oleh salah satu pihak yang berlawanan. Konflik massal
dlmulai dari individu atau dimulai oleh tmdakan preman yang sewenang- wenang
_-( I;hat sapar]am 2004) c e - e

Pengumpuian mformasx mtehjen dapat menggunakan metode etnograﬁ ya1tu
'untuk miemaharmi pencetahuanﬂpengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tindakan-
tmdakan yang dilakukan, barang-barang yang digunakan dan hasil dari tmdakan-
tindakan mereka Yang mengacu dari kebudayaan yang dimilikinya. Pengumpui an
' mformas1 dapat dibagi dalam dua kategorx vaitu, jelas (terbuka) dan samar~samar
'(tertutup) Pengumpulan informasi secara jelas (terbuka) meliputi mformasz yang
diterima dari investigator dari intelijen, unit nonintelijen dalam lembaga penegakan

“-hukum dan sumber-sumber lain, Di dalamnya juga meliputi informasi yang dxperoleh

: '.keluhan yang dlsampalkan oleh orang dalam status atau posisi dirinya melihat atau
mandengar fakta penting berkaltan dengan aktivitas. kejahatan. Di sisi. lain
pen;:,umpuian mformas1 secara Samar-samar (tertutup) meliputi pf:rolehan 1nf0nn:151
dari subyek yang tidak sadar bahwa dirinya diamati atau didengar. Kumpulan samar-
samar melibatkan pemantauan fisik tersangka yang menjadi anggota komunitas
immma} tanpa sepengatahuan mereka yang dilakukan baik dengan pemantauan

elektronik, penggunaan informan matpun dengan penyamaran. :

Kualitas intelijen tergantung pada sejumlah faktor. Faktor yang paling penting
adalah pemisahan fungsi intelijen dari operast. Laporan-laporan unit intelijen diberikan
langsung kepada kepala kepolisian dalam upaya untiuk mengeliminasi kemungkinan
dataintelijen berubah atau hilang sebagaimana yang telah disaring melalui berbagai
tingkat perintah. Sebagai staf organisasi, intelijen merupakan bagian dari proses
formasn strategl tetapi bukan merupakan pendukung pendekatan tertentu.

Informam yang telah dikumpulkan agar dapat berguna dalam memben
mformam yang akurat tidak sekedar mendeskrepsikan kejadian. Tetapi dianalisis
dengan menggunakan hipotesa-hipotesa yang dapat mnunjukan pola, jaringan,
koneksi, atau kawasan-kawasan baru dari aktivitas kejahatan. Tanpa analisis
memadai, informasi tidak dapat memberikan kontribusi efektif untuk tujuan strategi
bagi lembaga penegak hukum. Lemah dalam kapabilitas analisis, berarti banyak
menyisakan informasi kasar; terlebih lagi akan semakm banyak informasi berharga
yang tidak akan masuk sistem file.

Pada dasarmiya, analisa mteh;en adalah upaya untuk mempelajari ketersedzaan
informasi dan berusaha untuk menempatkan ke dalam pola logika dan
mengembangkannya melalui hipotesa (pernyataan sementara yang menggambarkan

104 * JURNAL POLISI INDONESIA T, JULI 2005



;Snua ) 'd“” k‘mdm Suam E:eJaIa bttrdasal kan kerangka teori. maupun konsep yang .. e
“relefan). Ihpotemsmerupakan alatintelijen yang penting dan efekuf Bilainformasi -~ -
“terbatasidan Rurang terkait, maka ‘bisa. dlkembangkan beberapa hlpoteSIS ang i

:{:"mf,munﬂkmkan Upaya kemud;an dilakukan uniuk membuktikan reliabilitasinformasi

:':eyang dzdasarkan pada hlpoicsa tersebut Efektifitasnya bergantung pada sistem :

ﬁya maupun’ kemampuan petugas telijen dalam membangunjaringan . -

'._-.jsos;a komlimkasx sosial, untuk men_;angkau dari semua sumber mformasx kasar -+ -

angkau oleh ' uriit intelijen. Sumber ini meliputi kantor mtehjen . SR, |

.péilengkapaxl'kun1pulan teknls eIememelemen peiaporam dari dalam atau luar. =

-f_.'-::Iembaga 2k
_-'r__xdan sektor swasta maupun masyaial\.at pada umumnya

Stz&da kasus dl Pola'es hatana e .

: Dalam tuhsan ini. saya mengambﬂ siudl kasus d1 w1§ayah poires batang,yantr \
berupaya menunj jukan apa yang dilakukan oleh petugas intelijen dalam pengamankan .. '
Pemilihan Umum 2004 (Pemliu) Kabupaten Batang berdasarkan prediksi intelijen -

ak hukum, catatan cataian depa:temen dan pemermtah 1nforma51:_:[.'_ﬁ_ o

: merupakan daerah yang-rawan-terjadi-gangguan kemtibmas (konflik antar-""""" "

pendukung partal politik). Yang melibatkanwarga masyarakat sebagai pendulung - -
partal polztlk yang pro mavpun kontra dengan kepemimpinan Bupati. :

Yang ditandai beredamya isu-isu seperti : ketidakadilan, pelecehan salah
saiu parial pohtlk penganiayaan kadr:rpartal politik, tindakan intimidasi terhadap -
kader partai partai politik tertentu. Isu-isu tersebut memicu terjadinya konflik yang
dapat berkembang menjadi kerusuhan masa. atau perkelahlan antar—kelompok_ :
pendukung partax poimk ) :

“Isuketidak adilan dlhembuskan dar1 salah satu partai politik peserta pemilu
2004 yang mempunyai dua kubu untuk memperebutkan legalitasnya di KPU (Komisi
Pernilihan Umum) Kabupaten. Mereka siap berseteru dengan mengerahkan masing-
masing pendukungnya untuk memperebutkan haknya baik dengan jalur hukum
maupunbentrokan secara fisik. Hal inj juga berkaitan dengan adanya ketidakadilan
adalah tindakan dari salah seorang kepala kecamatan vang bertindak tidak fair.
Yang lebih condong membela pada salah satu partai politik peserta pemilu 2004, -
Berkelanjutan terjadinya pengrusakan mobil milik Camat tersebut oleh para
* pendukung partai lainnya. Kejadian tersebut menyulut kemarahan Satgas (satuan
tugas) partai yang didukung oleh kepala Camat. Isu lainnya yang juga berkembang
adalah pelecchan salah satu partai politik, dihermbuskan saat tindakan pelucutan
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atribut partai (kaos) yang digunakan oleh -partai lain yang ikut menonton acara:
kegiatan hiburan yang disponsori salah satu partai Pemenang Pemilu 1999, dan -
- berlanjut dengan penganiayaan. Dan kasus tersebut melibatkan pimpinan daerah '

(tin gkat kabupaier;) yang mengerahkan sejumlah pendukung {kader partai po]mi\)

Selam 1su juga tmdakan mtirmdam terhadap I{ader dari salah satu partal pohnk,_
yang dﬂakukan oieh sekelompok orgamsas; mformal (preman) yang kecewa. atas "
kepemlmpman dan pe_] jabat Bupati, yang - dulu dldukungnya Saat ini kelompok: tersebut _
digunakan salzh satu pa;‘tax pohtﬂ{ untuk lkut memenangkan dalam pemilu. 2004
Aklbat dari tmdakan tersebut rnembuat p;rnpman parta1 yang me;‘asa men;ad; korban :

: hukum

' Kapoires Bata:ng, untuk mengamankan wﬁayah hukumnya adalah meiakuk:an.:
tindakan persuasif dan mencegah terjadinya bentrokan fisik. Kebijakan tersebut
dijabarkan oleh Kasat Intelkam dengan mengedepankan para petugas dari satuan
intelijjen keamanan’ (Sat Inteikam) untuk masuk dan bisa berinteraksi serta
mengumpulkan informasi di lingkungan partai politlk besar peserta pemxlu 2004 '
- Sehingga isu-isu yang beredar dan berkembang dapat ditangkap secara dini dan
dianalisa untuk bahan acuan dan perttmbangan p:mpman dalam mengambil ke:bu akan
pemohsian '

Intehjen di Polres Batang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan®. Untuk mengumpulkan informasi termasuk
menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Informasi yang di péroleh
tersebut dianalisa untuk membuat perkiraan keadaan (kirka intel) maupun untuk
bahan informasi bagi pimpinan (kapolres) dalam rangka mengambil kebijakan yang
cepat dan tepat dalam menangani suatu masalah. Sebagai contoh saat isu‘salah
satu-pejabat Kecamatan dianiaya oleh sekelompok Satgas Parpol tertentu pada
malam hari menjelang hari pemungutan suara. Kasat Intelkam menganalisa kejadian
tersebut sebagai potens: konflik karena berkaitan dengan harga diri seorang pejabat
yang didukung oleh partai yang besar. Yang apabila tidak segera ditangani saat itu
juga dapat berkembang menjadi konflik antar-pendukung pariai politik atau
perkelahian antar-satgas. Dan dapat mengacaukan bahkan menggagalkan
pelaksanaan pemungutan suara. Tindakan yang diambil oleh Kasat Intel adalah
menghubungi dan meiakukan koordinasi dengan para pimpinan parpol yang terlibat
perseteruan. Dan para petugas tingkat bawah mengkomunikasikan dengan para
Komandan Satgas untuk mengendalikan anak buahnya. Tindakan lain yang dilalaukan
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: __bcrsamdan dda]ah mcngamankan korban maupun para pelaku yang diduga terlibas
“untuk d;]akukan ptnyld;kan Kabai intel juga melakukan koordinasi dengan Panwas . -

.'maupun I\PU agar masalah tersebut diselesaikan dalam forum rembug parpol.
‘Dan malam i Juga mereka mampu untuk merbuat kesepakatan dan menyelesaikan
'masalah tersebut sebaga; Undakan oknum yang tidak dikattkan dengan masalah
partal pohtﬂ\ D :

Sebag,al comoh lamnya adalah 1SU-1SU yang memperkeruh suasana juga
'd1hembuskan melalm SMS hdand phone Pada kasus penganiayaan terhadap salah

satu anggota Panwas]u yang dilakukan oleh orang tidak dikenial. Anggota Panwasiu o

- lersebut se:damr menangani masalah yang berkaitan ijazah palsu dari salah satu -

~Calonanggota Leglsiahf Isu yang dihembuskan melalui SMS adalah : “Lihat anak "

PhI berani memukuli anak ABRI(TND), sudah lapor Polisi tetapi tidak ada tindakan

apa: tldak hebat”. Opm; yang berkembang di masyarekat adalah menuduh Caleg o |

- "(calec anggota ifzgxslatli) yang 1jazahnya diduga palsu

Isu tersebui dianahsa oleh Kasat kuel sebagai potensi konfhlx antar pribadi
yang dapat berkembang menjadx kerusuhan masa karena berkaitan dengan harga

- diri-salah ¢ -seorang Caleg: (Calon Legls atlﬁ yang dltolak oleh Panwaslu (Panitia”" "~

’Pengawas Pemilu), merasa tidak dan merasa difimah karena diduga olch masyarakat
telah melakukan penganiayaap. Yang diprediksi oleh Kasat Intelkam akan
menggunakan kekuatan masanya untuk melawan orang yang diduga telah memfitah
mereka. Tindakan petugas intel secara cepat untuk melawan isu tersebut (counter
issue), vang juga melalui SMS maupun melalul media cetak, yang mengajak
masyarakat agar bertindak rasional dan agar tidak terpancing untuk diadu domba.
Dan tindakan lain yang dilakukan adalah komunikasi dengan pihak-pihak yang
diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah sestai aturan hukum dan melakukan
musyawarah. Dan tindakan tersebut membuahkan hasil, yaitu pihak-pihak yang
terkait menyepakati untuk tidak mengkait-kaitkan dengan partai politik maupun
prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu, serta mempercayakan
penanganannya oleh pihak polisz.

- Hasil dari tindzkan petugas intel tersebut adalah menunjukan kemampuan
untuk mengumpulkan informasi melalui proses komunikasi, dan menganalisanya
dengan membuat hipotesa-hipotesa. Yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
metalu1 tindakan-tindakan yang cepat dan tepat. Di samping itu adalah kemampuan
untuk metakukan counter issue yang membawa suasana kondusif. Polisi dapat
dipercaya sebagai pthak ke tiga yang adil untuk menyelesaikan berbagai masalah
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-yanu tejadi melalu musyawarah maupun kesepakatan, di antara pthak-pihak .yané,
terlxbat konflik. untuk tidak mengkaltkan masa]ah p! ihadi dengan masaidh parta;

Seiam :tu juga ditunjukan kemampuan petugas mtel membangun j Jarmgan

"so:’s1a1 dalam masyarakat dan mampu melihat potensi-potensi masyarakat untuk

mendukung tugasnya. Terutama yang berkaitan dengan menangkap isu-isu yang

beredar dan berkembang dalam masyarakat maupun berbagai informasi. Dan

petugas intel mampu menganalisanya sehingga produk ntel yang dihasitkannya

~dapat digunakan sebagal acuan atau pedoman bagi prmpman unfuk menentukan
: kebljakan » . = - '

"'Dari jaringan sosial yang dlbangun dapat mengajak pihak-pihak yang berseteru
' untuk memperttmbangkan segi keamanan maupun ketertiban dari setiap keglatan
vang mereka lakukan. Dan mereka juga mampu mengajak pimpinan parpoluntuk
memikirkan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadi bentrokan fisik antar-
pendukung. Tindakan tersebut dilaksanakan baik secara formal dalam forum rembug
parpol yang membahas berbagaikegiatan polmk dan membuat kesepakatan dlantara
d1gunakan sebaga; pedoman dan acuan untuk memelihara kamtibmas di w:layah
hukum Polres Batang. Secara non formal dilakukan dengan melakukan kunjungan
dan komunikasi baik secara langsung maupun dengan telepon untuk membuat
suasana yang k{)ndusxf i

Bagi yang melanggar hukum maupun konvensi sosial yang telah dibuat, apabila
berkaitan tindak pidana, polisi berupaya untuk menyelesaikan melalui jalur hukum
yang transparan. Tindakan tersebut menurnjukan sebagai upaya polisi bisa menjadi
pihak ketiga yang tidak memihak atau sebagai mediator yang fair dan dipercaya
sebagai pengayom, pelindung serta penegak hukum.

Penufup

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan
tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan
polisi. Fungst polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan vang ingin dicapai, dan menjaga
agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam
proses produktivitasnya tidak dirugikan. Yang bertujuan untuk menmgkatkan kualitas
hidup masyarakat. Disampmg 1tu fungsi kepolisian dalam struktur kehtdupan
masyarakai sebagat pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu : mempunyal
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; '_'ﬂtan‘gguugj Jawab khusus untuk memehhara iu.tcmban masyaz akat dan. menangam S
:"-ice_]ahatan baik dalam bentui\ tmdakan terhddap kejahatan maupun bentuk
- pencegahan: kqahaian agar para; anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja
 dalam keadaan aman dan tenteram, Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah -
: --berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu: ¢
G masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota -
masyarakat tersebut Dan bempaya untuk mewujudkan rasa aman dengan tujuan S
= untuk . memngkatkan kualitas hidup masyaraka‘mya melaiul pemohszan yang
. dﬂaksanakan da]am fung51 tung51 te:kms kepol:s;an saiah satunya adalah mtehjen S

; Ini:ehjen menumt bahasa Inggrzs (]niellzgence) bahasa latin {Inielrgeree) i ;
'-'E}bahasa Belancia (fntelzgemze) yang artinya kecerdasan atau kepandman Intelijen '

K ‘juga mengandung arti : 1) Pemikiran, pengertian, dan cita-cita tentang snatu usaha -~

= unfuk memperoieh suatu pengetahuan (the pr oa’uczrw of knoeledge), 2y melakukan

‘usaha dan tindakan yang diperlukan dalam hubungammya dengan pengetahuan yang
dxperole}mya (Aerivity), 3) Usaha dan tindakan yang ditujukan untuk pengamanan
atau penghmdaran diri dar1 bahaya yang mengancam (Security) (Saronta ; 2001).

i Inteh} en Kepohsmn adalah Tntelijen yang di 1mplementas1kan dalam peIaksanaan’ B R

' tugas kepohs;an yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dan proses
penganalisaannya yang di gunakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia
serta untuk memngkatkan kuhtas hldupnya

Informam yang dlkumpuikan oleh petugas 1ntehjen dapat menggunakan
berbagai pengetahuan penelitian antara lain etnografi. Karena masalah-masalah
yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebagar masyarakat majemuk adalah
sangatkomplek dan mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya konflik terutama
konflik anfar-sukubangsa maupun antar keyakinan keagamaan, maupun konflik-
konflik lainnya yang bersifat primordial.

Agar informasi yang dikumpulkan oleh intelijen dapat bermanfaat sebagai
acuan untuk pelaksanaan pemolisian, harus dianalisa dengan membuat hipotesa
{dengan konsep-konsep maupun teori-teori yang relevan), untuk menunjukan pola,
Jaringan, koneksi, atau kawasan-kawasan baru dari aktivitas kejahatan. Hipotesa
merupakan alat intelijen yang penting dan efektif, yang ditempatkan ke dalam pola
logika dan mengembangkan pemyataan sementara yang dapat memprediksi situasi
dan kondisi di masa yang akan datang. Kemampuan membuat hipotesa tersebut
diperiukan kemampuan untuk berfikir secara konseptual dan teoritikal. Tanpa
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membuat hipolesa-hipotesa yang mengacu dari konsep maupun teori yang relevan
dalam melakukan analisa, maka informasi tersebut hanya sebagai diskripsiiyang
tidak’ dapai memberxkan kontnbusx yang efei{tlf untuk tu_;uan stlategi dalam
melaksanakan pemoilSlan : : ' HEELE
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